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 Indonesia dikenal dengan negara hukum. Dimana pernyataan tersebut 

mengindikasikan bahwa segala sesuatu perbuatan harus didasari aturan yang sudah 

didasari peraturan yang sudah di atur dalam Undang - Undang Dasar 1945 tepatnya 

terletak pada pasal satu ayat tiga. Hukum dibentuk memiliki tujuan, tujuannya ialah  

untuk  memperoleh kepastian hukum  dengan keadaan hukum saati ni terlebih di 

Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum di 

lingkungan  masyarakat adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai 

kesadaran hukum. Pada penelitian kali ini, metode yang paling cocok di gunakan 

ialah metode empiris. Metode empiris adalah suatu sumber pengetahuan yang di 

peroleh dari observasi atau percobaan yang dilakukan kepada masyarakat yang 

berkaitan tentang kesadaran hukum yang ada di lingkungan masyarakat. Penegakan 

supremasi hukum adalah sebuah upaya manusia untuk menggapai keteraturan atau 

ketertiban yang dibutuhkan. Dalam penegakan hukum tersebut, yang pokok adalah 

menysinergikan ketiga pilarnya yaitu perundang-undangan, apparat penegak 

hukum, dan budaya hukum masyarakatnya. Kesadaran hukum masyarakat sebagai 

penjelmaan dari budaya hukum masyarakat harus terus ditanamkan agar kepatuhan 

masyarakat terhadap hukum dapat terus ditingkatkan. Di dalam budaya hukum itu 

dapat dilihat suatu tradisi perilaku masyarakat kesehariannya yang sejalan dan 

mencerminkan kehendak undang-undang atau rambu-rambu hukum yang telah 

ditetapkan berlaku bagi semua subyek hukum dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara 

Kata-kata kunci: 

Kesadaran Hukum; 

Ketaatan Hukum; 

Hukum di Indonesia. 

 

  ABSTRACT 

Keywords: 

Legal Awareness; 

Legal Certainty; 

Society. 

 

 The Importance of Legal Awareness in the Community Environment. Indonesia 

is known as a state of law. Where the statement indicates that all actions must be 

based on rules that are already based on the regulations that have been regulated 

in the 1945 Constitution, precisely in article one paragraph three. The law was 

formed with a purpose, the goal is to obtain legal certainty with the current legal 

situation, especially in Indonesia. There are several factors that cause a lack of 

legal awareness in the community, namely the lack of public understanding of legal 

awareness. In this study, the most suitable method used is the empirical method. 

The empirical method is a source of knowledge obtained from observations or 

experiments conducted on the public regarding legal awareness that exists in the 

community. The enforcement of the rule of law is an effort humans to achieve order 

or the required order. In enforcement the law, the main thing is to synergize The 

three pillars are legislation, apparatus law enforcement, and the legal culture of 

the community. Community legal awareness as an incarnation from the legal 

culture of society must continue implanted so that community compliance with law 

can continue to be improved. In culture The law can be seen as a tradition of 

behavior everyday society that is in line and reflect the will of the law or legal signs 

that have been set apply for all legal subjects in life nation and state. 
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Pendahuluan 

Hukum dalam masyarakat mempunyai dua sifat yaitu sifat pasif dan sifat aktif. Sifat pasif hukum 

itu dapat dilihat sejauhmana hukum itu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sedangkan hukum yang 

bersifat aktif yaitu sejauhmana hukum itu dapat berperan aktif dalam menggerakkan dinamika 

masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Dengan demikian hukum sebagai alat untuk 

merubah masyarakat (a tool of social engineering).  

(Carmela & Suryaningsi, 2021; Ragil & Suryaningsi, 2021; Suryaningsi & Muhazir, 2020) 

menyatakan Hukum yang digunakan sebagai sarana perubahan dalam masyarakat yaitu dapat berupa 

Hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis dapat berupa undang - Undang atau 

yurisprudensi sedangkan hukum tidak tertulis merupakan kebiasaan masyarakat baik yang belum 

dikodifikasi ataupun yang telah dikodifikasi. Keseluruhan aturan itu dapat menggerakkan dinamika 

masyarakat kearah yang lebih baik, jika seandainya hukum itu diaplikasikan dengan penuh kesadaran 

dari seluruh lapisan masyarakat, karena walaupun hukumnya baik, akan tetapi kesadaran hukum 

masyarakat tidak ada (pelaksanaanya), maka hukum itu tidak dapat terlaksana dengan baik.  

Peraturan perundang-undangan yang bertujuan sebagai alat pembaharuan dapat berfungsi sebagai 

sarana pembaharuan dalam arti merubah sikap mental masyarakat. Perundang-Undangan tersebut 

diharapkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai social budaya yang hidup dalam masyarakat. Aturan 

yang dibuat tanpa memperhatikan nilai yuridhis, nilai filosofis dan nilai utilities terhadap masyarakat, 

maka aturan tersebut tidak akan berfungsi dengan baik, dan akan terjadi peralihan fungsi, sehingga 

hukum yang awalnya berusaha menciptakan perdamaian, maka hukum itu akan menjadi sebuah 

rangkaian kata-kata namun tiada arti atau bersifat simbolik saja (Christofher & Suryaningsi, 2021; 

Ruslan & Suryaningsi, 2021).  

Hukum merupakan pantulan dari masyarakat, maka tidak mudah untuk memaksa rakyat untuk 

melaksanakan setiap aturan menurut cara yang tidak berakar pada nilai-nilai dan kebiasaan dalam 

masyarakat. Dengan demikian, selalu terdapat hubungan tarik menarik antara hukum yang berlaku dan 

diberlakukan dengan masyarakatnyaKepatuhan hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari 

budaya hukum, dalam budaya hukum dapat dilihat dari tradisi perilaku kesehariannya yang sejalan dan 

mencerminkan kehendak rambu rambu hukum yang berlaku bagi subyek hukum, timbulnya kepatuhan 

hukum diawali dari kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum dapat tumbuh karena adanya rasa 

takut yang di berikan oleh sanksi hukum. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau 

nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang 

diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu 

penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.  

Menurut (Al Faiq & Suryaningsi, 2021; Ramayanti & Suryaningsi, 2021; Suryaningsi, 

2020)hukum dan kesadaran hukum adalah keadaan seseorang warga negara yang tunduk dan patuh 

dalam satu aturan yang berlaku. Kepatuhan hukum ini dasarkan pada kesadran-kesadaran atau nilai-

nilai yang terdapat dalam diri manusia. Transportasi merupakan sarana yang sangat vital bagi seluruh 

masyarakat indonesia kebutuhan masyarakat dalam berpindah-pindah dari suatu tempat ketempat yang 

lain merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan 

dari perkembangan teknologi modern. Manusia sebagai mahluk sosial yang bersifat zoon politicon 

(Aristoteles) yang nyata dalam kehidupan masyarakat itu tidaklahmudah. Hal ini disebabkan karena 

setiap manusia mempunyai kebutuhan dan kepentingan sendiri yang sering bertentangan satu sama lain. 

Dari akibat perbedaan itu sering terjadi ketidakseimbangan/ketidakserasian dalam masyarakat. 

Disinilah aturan tata kehidupan antarmanusia yang disebut hukum itu dibutuhkan di tengah-tengah 

masyarakat.  

Kesadaran hukum ditafsirkan secara terpisah dalam bahasa kata-kata siapa yang sadar tahu dan 

mengerti, dan secara keseluruhan tahu mengetahui dan pengertian tentang hukum. Hukum yang 

dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan 
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terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan, terkadang oleh segelintir orang tidak 

diindahkan keberadaannya. Tidak jarang hukum itu diciderai, dilanggar, bahkan dimanipulasi fungsinya 

oleh orang yang memang mempunyai kepentingan, atau orang yang masih menganggap tidak 

pentingnya sebuah hukum yang ada di masyarakat. Orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang 

tidak sadar dan tidak patuh terhadap hukum. Peranan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan 

hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan.  

Dalam kehidupan masyarakat masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola 

perilaku atau tata kelakuan yang berlaku di masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki 

oleh norma norma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa 

kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan 

sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang 

dikehendaki. Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan dapat 

dijadikan pedoman (standar) dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum, sehingga 

cenderung tidak ada ketaatan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu dipupuk dan 

ditanamkan agar masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum yang ada, baik itu merupakan hukum 

tertulis maupun hukum yang memang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan keberadaannya pun 

diakui oleh masyaraka (Mulyani et al., 2021) 

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti. Menyadari 

berarti mengetahui, menginsafi, merasai. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang 

dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan 

seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat 

sekelilingnya. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian 

antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering 

dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum 

merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran 

hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum 

ada rasa takut akan sanksi.  

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar 

untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka 

hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti 

melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana 

perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi 

hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum 

sehingga mendapat ancaman hukuman. Menurut Eewick dan Silbey Kesadaran hukum merujuk ke cara-

cara di mana orang memahami hukum dan intitusi atau lembaga hukum, yaitu pemahaman. Memahami 

yang memberi makna untuk mengalami dan bertindak rakyat. (Syuhada, 2020) 

Mengawali pembahasan ini, akan dijelaskan terlebih dahulu terminologi dalam kesadaran 

hukum. Kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan 

hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara 

peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Lawrence Friedman lebih 

condong menyebutnya sebagai bagian dari “kultur hukum”, yaitu nilai-nilai, sikap-sikap yang 

mempengaruhi bekerjanya hukum. Mempertanyakan kesadaran hukum masyarakat pada prinsipnya 

mempertanyakan juga aspek penegakan hukum. Telaah yang pernah dilakukan oleh Soerjono Soekanto 

tentang kesadaran dan kepatuhan hukum di tahun 1982, membuka pintu kajian semakin jelas akan 

pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mematuhi secara sadar konsepsi hukum yang telah disahkan 

dan dilaksanakan secara konsekuen dalam komunitas atau hubungan masyarakat, berbangsa, bernegara, 

bahkan berpolitik Secara garis besar menurut Eewick dan Silbey, kesadaran hukum terbentuk dalam 

aksi Dan karenanya adalah masalah berlatih untuk dipelajari secara empiris. Dengan kata lain, 
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kesadaran hukum adalah masalah hukum sebagai perilaku, dan bukan hukum sebagai aturan atau prinsip 

normal. (Kiptiah, 2021) 

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat 

kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu 

masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat 

diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan 

tersebut akan sangat sulit dicapai. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah 

pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarkan secara luas dan telah 

sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. 

Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa jadi karena 

kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang 

berlaku dalam hukum itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah 

tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan 

bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan 

hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapatkan 

ketika melanggar hukum. Tingkat kesadaran hukum berbicara tentang kesadaran atau nilai-nilai yang 

terdapat di lingkungan masyarakat   tentang hukum yang ada di Indonesia. (Indrawati & Setiawan, 

2020) 

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat 

kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu 

masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat 

diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan 

tersebut akan sangat sulit dicapai. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah 

pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarkan secara luas dan telah 

sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. 

Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa jadi karena 

kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang 

berlaku dalam hukum itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah 

tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan 

bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan 

hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapatkan 

ketika melanggar hukum. Peningkatan kesadaran hukum dilakukan melalui  penerangan dan 

penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap (Mahanani, 2020) 

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara 

ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya (Gultom, 2016). Kesadaran hukum 

sering dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran 

hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang ada atau tentang hukum yang ada. Sebenarnya yang 

ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-

kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Minimnya kesadaran hukum di suatu 

wilayah akan memunculkan masyarakat yang kurang sadar akan hukum. Membangun kesadaran hukum 

sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. 

Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil 

masyarakat. Dengan adanya kesadaran hukum ini kita akan menyaksikan tidak adanya pelanggaran 

sehingga kehidupan yang ideal akan ditemui. Lembaga pendidikan formal, informal dan non formal 

perlu diajak bersama-sama mengembangkan kesadaran dan kecerdasan hukum sejak dini.  

Pendidikan hukum tidak terbatas hanya pendidikan formal di bangku sekolah saja. Namun juga 

dapat dilakukan di luar bangku sekolah. Pembelajaran mengenai hukum sejak dini harus diajarkan 

kepada anak-anak. Agar nantinya tertanam dalam  diri mereka rasa kebutuhan akan peraturan hukum. 
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Sehingga kesadaran hukum akan terbentuk sejak dini. Hukum merupakan aturan yang berlaku dalam 

masyarakat dengan tujuan untuk menyelesaikan segala konflik yang terjadi dalam masyarakat. Masalah 

atau konflik, sama sekali tidak dapat dihilangkan di permukaan bumi ini, walaupun demikian, kita tetap 

membutuhkan aturan untuk mengatur masyarakat dan sedapat mungkin meminimalisirkan masalah atau 

konflik yang terjadi dalam masyarakat. Karena apa jadinya bumi ini jika aturan itu tidak ada. Hukum 

yang berlaku mempunyai tujuan. Tujuan hukum itu dapat tercapai, jika hukum itu dapat berfungsi dalam 

masyarakat.  

Adapun fungsi dari hukum menurut Achmad Ali sebagai pertama, a tool of social control. Fungsi 

hukum sebagai social control bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang 

menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan itu. Misalnya membuat larangan-

larangan, tuntutan ganti rugi dan sebagainya. Penggunaan hukum sebagai sarana social control dapat 

berarti hukum mengontrol tingkah laku masyarakat, maksudnya bahwa hukum berfungsi memberikan 

batasan tingkah laku warga masyarakat yang dianggap menyimpang dari aturan hukum. Menurut 

Achmad Ali bahwa fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, tidaklah sendirian dalam 

masyarakat, melainkan menjalankan fungsi itu bersama-sama dengan pranata social lainnya yang juga 

melakukan fungsi pengendalian social, disamping itu juga merupakan fungsi pasif yaitu hukum yang 

menyesuaikan diri dengan kenyataan dalam masyarakat.  

Kedua, fungsi Hukum sebagai “a Tool of Engineering” Fungsi ini sebagai sarana perekayasa 

social yaitu mengubah masyarakat dengan menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat 

menuju kemajuan yang terencana, artinya untuk menata kembali kehidupan masyarakat secara secara 

terencana sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa kehidupan masyarakat namun sampai kini 

ternyata selalu mengalami perubahan atau dinamika yang sangat pesat. Hal ini menunjukkan bahwa 

hampir tidak ada kelompok masyarakat dunia yang kehidupan sosialnya tetap statis. Masyarakat mana 

pun akan dipastikan akan mengalami perubahan baik karena pengaruh dari luar maupun terjadi dengan 

sendirinya dalam masyarakat bersangkutan., oleh karena itu para pembuat hukum dituntut untuk 

senantiasa mengikuti perkembangan huum dalam masyarakat. Pengertian a tool of engineering yang 

dikemukakan oleh Soerjono Soekanto di atas merupakan “Pelopor Perubahan” yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang yang memperoleh kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin 

tokoh pelopor perubahan tersebut. Kaidah hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat mempunyai 

peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang 

direncanakan (intended change atau planned change). 

Ketiga fungsi hukum sebagai simbol. Fungsi ini dimaksudkan untuk menyederhanakan rangkaian 

tindakan atau peristiwa tertentu, sehingga mudah diperoleh pengertian yang bersifat umum. 

Penyimbolan yang dilakukan oleh hukum, jelas akan memudahkan baik oleh para pelaksananya 

maupun masyarakat untuk saling mamahami tentang makna suatu peristiwa yang terjadi dalam interaksi 

warga masyarakat. Keberadaan fungsi hukum sebagai symbol sangat membantu komunikasi antara 

pelaksana hukum dengan warga masyarakat, serta proses sosialisi hukum itu sendiri. Simbolis untuk 

menyederhanakan suatu aturan hukum agar mudah dimengerti oleh warga masyarakat, merupakan 

langkah mendasar seolah olah semua orang mengetahui sudah final. Simbolis mencakup proses-proses 

yang menghendaki seiap orang mampu menerjemahkan atau menggambarkan rangkaian peristiwa 

hukum dalam satu istilah yang singkat dan sederhana. Untuk lebih memahami makna fungsi sebagai 

symbol, harus mengetahui tujuan penyimbolan hukum yaitu: menyederhanakan suatu rangkaian 

tindakan atau peristiwa tertentu, agar mudah diperoleh pengertian yang bersifat umum dari tindakan 

atau peristiwa yang kemungkinan mempunyai esensi sejenis dan memudahkan para pelaksana hukum 

dalam menerapkan symbol hukum tertentu suatu  tindakan atau peristiwa yang tidak bersesuaian dengan 

hukum.  

Keempat, Fungsi Hukum sebagai a political instrument. Fungsi hukum sebagai sarana politik 

adalah untuk memperkokoh kekuasaan politik atau mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara. 
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Melihat fungsi tersebut, menunjukkan keberadaan hukum tertulis yang dibuat secara procedural. 

Keberadaan hukum dan politik dalam kenyataannya memang tidak mungkin dapat dipisahkan, karena 

keberadaan hukum sebagai kaidah tertulis merupakan pesan pesan politik politik, tetapi setelah 

ditetapkan pemberlakuannya, tidak boleh lagi ditafsirkan secara politik yang bermuatan kepentingan, 

api harus ditafsirkan secara yuridis.  

Kelima, Fungsi Hukum Sebagai Integrator. Fungsi hukum ini untuk mengurangi konflik yang 

terjadi dan memperlancar proses interaksi pergaulan sosial. Artinya hukum menjadi sarana untuk 

menciptaan keserasian berbagaiTujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar 

warga masyarakat memahami hukum- hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang 

dihadapi. (Dantes & Hadi, 2020). Kesadaran hukum positif merupakan kesadaran hukum seseorang 

terhadap suatu peraturan yang berlaku di lingkungan masyarakat sehingga tingkat kesadaran hukum di 

lingkungkan masyarakat meningkat dan tingkat pelanggaran hukum menurun di lingkungan masyarakat 

serta tingkat menaati peraturan yang berlaku, meningkat dan dapat mewujudkan tujuan bangsa 

Indonesia yaitu kesejahteraan bersama (Muttaqin & Saputra, 2019). Kesadaran hukum negatif ialah 

kesadaran sesorang masyarakat terhadap suatu peraturan hukum terhadap hukum yang berlaku di 

lingkungan masyarakat, tetapi karena suatu hal tertentu atau terdesak dalam situasi dan kondisi tertentu 

sehingga seseorang tersebut dapat melanggarnya (Mariani, 2019). 

Metode 

Berdasarkan hasil observasi dari penelitian kali ini, metode yang paling cocok di gunakan ialah 

metode empiris. Metode empiris adalah suatu sumber pengetahuan yang di peroleh dari observasi atau 

percobaan yang dilakukan kepada masyarakat yang berkaitan tentang kesadaran hukum. (Saputra et al., 

2019) 

Hasil dan Pembahasan 

Dari hasil observasi yang dilakukan kepada masyarakat yaitu yang terdiri dari ketua RT dan 

kepada salah satu warga. Pertanyaan yang paling cocok untuk penelitian kali ini. Menurut pandangan  

bapak atau ibu apa itu kesadaran hukum, menurut pandangan bapak atau ibu apa yang akan terjaji jika 

masyarakat di Indonesia tidak mempunyai kesadaran hukum, dan jelaskan menurut pandangan bapak 

atau ibu apa itu hukum (Hasaziduhu Moho, 2019).   

Hasil wawancara sebagai berikut: pertama, kesadaran hukum. Berdasarkan hasil wawancara 

yang dilakuan kepada ketua RT yaitu dengan bapak Taufik tentang kesadaran hukum dapat di artikan 

bahwa kesadaran hukum ialah kesadaran seseorang dan sekelompok manusia  kepada aturan-aturan 

hukum yang berlaku di masyarakat.  

Kedua, yang akan terjadi jika masyarakat di Indonesia tidak memiliki kesadaran hukum. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada ketua RT yang bernama bapak Taufik didapatkan 

hasil yang terjadi jika masyarakat indonesia tidak memiliki kesadaran hukum dapat menimbulkan 

konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, Pengertian hukum. Dari hasil penelitian melalui 

wawancaara langsung kepada masyarakat yang bernama Vera dapat di simpulkan sebuah peraturan 

yang berdasarkan pada norma yang dimana penegakan penegakan dibutuhkan orang orang yang jujur 

di dalamnya. Untuk mencapai kesejahteraan bersama, bisa dibayangkan jika negara Indonesia tidak 

memiliki aturan aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat dapat menimbulkan perselisihan dan 

dapat membuat negara negara kacau dan manusia bebruat sesuai keingannya masing masing (Ahmadin, 

2018). 

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf 

kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa indikator pertama adalah pengetahuan hukum. 

Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum (Karo & Yana, 

2019). Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. 



   

 

 

85 
 

 

De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2 (2) 2022 Hal 79–87 

Pentingnya Kesadaran Hukum di Lingkungan Masyarakat 
Monika Agustina 1 

 

 

https://journal.actual-insight.com/index.php/decive DOI : 

Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan 

olehhukum. Indikator kedua adalah pemahaman hukum. (Doly, 2019). Hukum adalah suatu tata aturan 

kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan masyarakat. Salah satu nilai 

yang menjadi tujuan hukum adalah ketertiban (Rusdi, 2019).  

Yang akan terjadi jika masyarakat di Indonesia tidak memiliki kesadaran hukum. Kesadaran 

hukum itu, terkait erat dengan masalah budaya hukum yang berupa nilia-nilia, pendangan-pandangan 

dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum (Lesmana, 2020). Faktor penyebab kurangnya 

kesadaran di masyarakat dikarenakan seperangkat peraturan perundang-undangan yang telah dibuat 

oleh lembaga yang berwenang yang masih belum memperlihatkan perlindungan hukum (Lonthor, 

2020). Yang kedua merasa hukum di Indonesia masih belum bisa memberikan jaminan terhadap 

mereka. ketiga, aparat penegak hukum sebagai pembuat dan pelaksana hukum itu sendiri masih belum 

bisa untuk benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan. Malahan sering aparat penegak 

hukum yang seharusnya sebagai pelaksana malah melanggar hukum (Hardin, 2019). 

Hukum bukan merupakan ilmu pasti yang dapat dipastikan secara mutlak. Tidak ada kepastian 

mutlak mengenai pengertian hukum. Banyaknya para ahli hukum mendefinisikan hukum secara 

berbeda- beda. (Christina Tani & Mediatati, 2020). Hukum berlangsung selama ribuan tahun, dan 

merupakan warisan paling berharga dari peradaban barat. Pendekatan terhadap hukum tidak dapat 

didefinisikan secara tepat. Tetapi pastinya hukum itu harus ditaati oleh masyarakat yang mengatur tata 

tertib dalam ssuatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat. (Rismana, 2019) 

Simpulan 

Kesadaran hukum yang ada di lingkungan masyarakat ialah pengetahuan hukum yang harus 

diingatkan demi suatu ketertiban besama dan keadilan dalam sebuah negara. Untuk mencapai tujuan  

yaitu kesejahteraan bersama. Hukum mempunyai sifat yang elastis, artinya bahwa hukum selalu 

mengikuti perkembangan zaman. Hukum yang bertentangan dengan nilai dan budaya masyarakat, maka 

hukum itu dianggap sudah tidak relevan dan tidak layak diaplikasikan dalam masyakarakat, sehingga 

perlu dilakukan perubahan terhadap aturan tersebut, agar tujuan hukum itu dapat tercapai. Adapun 

tujuan hukum adalah untuk memberikan kemanfaatan, keadilan serta memberikan kepastian 

hukum.Bisa dibayangkan jika negara Indonesia tidak memiliki aturan aturan yang berlaku di 

lingkungan masyarakat dapat menimbulkan perselisihan dan dapat membuat negara negara kacau dan 

manusia berbuat sesuai keingannya masing masing. 
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